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KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG
Nomor : 000.8.3.3/ 03 /35.73.200/2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa agar pelayanan publik memiliki kualitas yang
sama berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, diperlukan mekanisme baku;

b. bahwa percepatan peningkatan kualitas pelayanan
publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat
setiap warga negara dan penduduk, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem
Informasi Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan
Prosedur Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Standar Operasional Prosedur
pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10.

Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);

Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ini.
Standar Operasional tersebut sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU meliputi :

1. Bagian Umum

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi
Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya.
Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini maka Keputusan Sekretaris
DPRD Kota Malang Nomor : 188.451/12/35.73.200/2022
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA

Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 Februari 2024

SEKRETARIS

DEWAN PERW RAKYAT DAERAH
| KoTA MA

ZULKIFLI , S.Sos, M.Si

Pembi t Muda
NIP. 19710128 199703 1 004




LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 000.8.3.3/ 03 /35.73.200/2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA BAGIAN SEKRETARIAT
DPRD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT DPRD KOTA MALANG

ot JUDUL SOP
BAGIAN UMUM
01 | Surat dan Undangan Masuk;
02 | Surat dan Undangan Keluar;
03 Sistem Informasi Mapagemen ASN (SIMAS) dan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (MySAPK)

04 | Kenaikan Pangkat Otomatis
0S5 | Usulan Cuti Pegawai ASN
06 | Pelayanan Usulan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) PPO Paperless
07 | Penyusunan Absensi Pegawai ASN
08 | Pengajuan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
09 | Pengajuan Servis Kendaraan & Asuransi Kendaraan
10 | Pengajuan Peminjaman Kendaraan
11 | Peminjaman Gedung dan Peralatan
12 | Administrasi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Magang/Penelitian
13 | Pengelolaan BBM
14 | Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
14 | Penyusunan Renstra
15 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
16 | Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
17 | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
18 | Penyusunan Perubahan Rencanaa Kegiatan dan Anggaran (PRKA)
19 | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
20 | Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
21 | Penyusunan Pengumpulan Data Kinerja
22 | Penyusunan Pengukuran Kinerja
23 | Penyusunan LAKIP
24 | Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)




25

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

27 | Pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) UP/GU
28 | Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS
29 | E-Billing
30 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
31 | Hearing Komisi
32 | Perjalanan Dinas AKD
33 | Fasilitasi Pelaksanaan RESES
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
34 | Risalah dan Persidangan
35 | Penyusunan Ranperda Prakarsa DPRD
36 | Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis DPRD
37 | Perjalanan Dinas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
38 Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD
39 | Penyelenggaraan Publikasi
40 | Penanganan Keluhan Pengaduan
41 | Penerimaan Tamu

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Februari 2024

SEKRETARIS

Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004




1.3

Lampiran : Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Malang

Nomor : 000.8.3.3/ 03 /35.73.200/2024

Tanggal : 1 Februari 2024

Tentang : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu penting dalam
penyelenggaraan negara yang terdiri dari tiga pilar yaitu pemerintah,
swasta dan masyarakat, dimana saling terkait dan mempengaruhi demi
terbentuknya good governance. Salah satu ciri kepemerintahan yang baik
adalah dengan terwujudnya operasional publik yang berkualitas (prima);
oleh karena itu peningkatan kualitas operasional prosedur merupakan
upaya terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua
jajaran aparatur pemerintah.

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu bentuk komitmen
atau janji dari penyelenggaraan pelayanan untuk memberikan pelayanan
prima / berkualitas kepada masyarakat / Dewan Perwakilan Rakyat dan
disamping itu sebagai tolak ukur dan pedoman baik bagi pemberi
pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal
tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Malang memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
dibidang Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Malang sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan
daerah dibidang Pelayanan Administrasi sesuai dengan kebijakan Kepala
Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas
pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategi yang meliputi
keseluruhan pembagian tugas dari masing — masing bagian Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang, guna dijadikan sebagai pedoman
dan arahan bagi seluruh pegawai/ staf dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang akan dicapai, sekaligus



untuk dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam

setiap tahunnya.

1.2 Tujuan Sekretariat DPRD

Mendukung upaya perwujudan visi Kota Malang Tahun 2018-2023,

Tugas Pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD, melakanakan

segala usaha dan Kkegiatan dalam menyelenggarakan rapat-rapat,

pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD

1.3 Sasaran Sekretariat DPRD

Dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud maka sasaran yang akan

dicapai dalam rencana strategis ini adalah :

1

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah

1.4 Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan
Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1.2.1 Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Malang

(1)

(2)

3)

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD yang saecara teknis operasional
berkedudukan di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretariat Daerah.

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan berkedudukan di bawah
Sekretariat DPRD.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bekedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Malang

(1)

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat

DPRD menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau
Pimpinan DPRD sesuai bidang tugasnya

1.2.3 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang
Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang, terdiri atas:

a)

b)

d)

Bagian Umum, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang dapat dilihat dalam

bagan berikut ini :
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1.2.4 Tugas dan Fungsi

(1)

(2)

(1)

(2)

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi

DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan di kebijakan bidang pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; c.
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau
Pimpinan DPRD sesuai bidang tugasnya.

BAGIAN UMUM

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan
kegiatan di bidag ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah
tangga sekretariat DPRD;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana operasional program Bagian Umum berdasarkan

perencanaan Strategis Sekretariat DPRD;

o

pengoordinasian kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
pelaksanaan kerumahtanggaan sekretariat DPRD;

pelaksanaan perlengkapan sekretariat DPRD;

pelaksanaan administrasi keanggotaan DPRD;

TR ™0 a0

pelaksanaan penyediaan tenaga ahli fraksi;

[y

pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan

Sekretariat DPRD;

j. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

bidang tugasnya.




3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Umum, membawahi Sub-Substansi Perlengkapan dan Rumah
Tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat
fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-

Substansi.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan

bahan dalam rangka pelaksanaan ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kerja sama, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatandan anggaran
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan program
Bagian Umum,;

b. penyiapan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi keanggotaan DPRD;
penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan tenaga ahli fraksi;

e. penyimpanan dan pemeliharaan kartu kendali serta duplikasi surat
keluar;

f. pencatatan dan pemberian nomor semua naskah dinas keluar;

g. ekspedisi surat keluar, baik secara langsung kepada alamat maupun
melalui jasa pos;

h. mengarahkan naskah dinas dengan sarana kartu kendali atau
lembar pengantar;

i. pelaksanaan kearsipan;

j- penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian
mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan
pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan
pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan,
sumpah/janji aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi
dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar,
pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

k. Pengoordinasian penyusunan Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur;

1. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;




(1)

(2)

Penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis
Beban Kerja (ABK);

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan tugasnya.

Sub-Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sub-Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
Sub-Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga;

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan rumah tangga,
rumah dinas dan gedung DPRD;

menyiapkan tempat ruangan, akomodasi serta konsumsi untuk
kegiatan rapat dan sidang DPRD;

menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan
perawatan kebersihan ruangan, halaman, taman, gedung DPRD dan
rumah dinas;

menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan
pemeliharaan bangunan gedung DPRD dan rumah dinas;
melaksanakan wuraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian
dan/atau keterampilan fungsionalnya;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-
Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan tugasnya.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan program dan kegiatan di bidang penyusunan perencanaan

dan pengelolaan keuangan sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana operasional program Bidang Program dan

Keuangan berdasarkan perencanaan Strategis Sekretariat DPRD;




b. pengoordinasian Sekretariat DPRD; penyusunan rencana strategis

c. pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja
Sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan verifikasi perencanaan;

e. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
pelaksanaan pengelolaan  keuangan  Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;

pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

o

h. memverifikasi Sekretariat DPRD; pertanggungjawaban keuangan
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian
Perencanaan dan Keuangan; dan
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai
bidang tugasnya.
(3) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Sub- Substansi yang
terdiri atas:
a. Sub-Substansi Perencanaan dan Penganggaran; dan
b. Sub-Substansi Akuntansi dan Pelaporan.
(4) Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan

sebagai Sub-koordinator Sub- Substansi.

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Sub-Substansi dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3) huruf a mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran Penganggaran  berdasarkan Perencanaan dan program
Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kerangka
regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban
keuangan daerah; dan

c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Sekretariat
DPRD;

d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja
Sekretariat DPRD;

e. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan
kegiatan perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD;

f. melaksanakan pengumpulan rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD;



melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau
keterampilan fungsionalnya;

melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-
Substansi Perencanaan dan Penganggaran; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub-Substansi Akutansi dan Pelaporan

Sub-Substansi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-
Substansi Akuntansi dan Pelaporan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembayaran
gaji pegawai;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan,;
melaksanakan pengolahan pengeluaran kas; penerimaan dan
menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan
keuangan;

menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan;

melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau
keterampilan fungsionalnya;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi
Akuntansi dan Pelaporan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan bidang tugasnya.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Persidangan

dan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana operasional program Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan berdasarkan perencanaan Strategis
Sekretariat DPRD;

b. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi rapat DPRD;



(3)

(4)

= F
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Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi fungsi pembentukan
peraturan perundang-undangan;

Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis
produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi Naskah Akademik dan
penyusunan Rancangan Perda inisiatif DPRD;

Pengoordinasian pelaksanaan penyiapan bahan draf Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif;

Pelaksanaan fasilitasi penyelengaraan persidangan;

Penyusunan risalah rapat;

Pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris
Masalah (DIM);

Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan antar lembaga;
Penyelenggaraan komunikasi dan publikasi;

Penyelenggaraan keprotokolan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , membawahi Sub-

Substansi yang terdiri atas:

a. Sub-Substansi Kajian Perundang-undangan; dan

b. b. Sub-Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi;

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas

tambahan sebagai Sub- koordinator Sub-Substansi.

Sub-Substansi Kajian Perundang-undangan

Sub-Substansi Kajian Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-
Substansi Kajian Perundang-undangan;

melaksanakan fasilitasi kajian perundang-undangan;

membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;

menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang- undangan;
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membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;

merancang bahan pembahasan Perda;

menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);

melaksanakan fasilitasi kegiatan kunjungan kerja DPRD dalam rangka
pelaksanaan fungsi Pembentukan PERDA;

menyiapkan bahan rapat-rapat internal DPRD dalam rangka pelaksanaan
fungsi Perundang-undangan;

melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau
keterampilan fungsionalnya;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi
Kajian Perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub-Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi

Sub-Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.

e

menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-
Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi;

melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan kegiatan DPRD;
menyusun risalah, notulen dan catatan seluruh rapat-rapat DPRD;
menyiapkan rapat Paripurna dan rapat pimpinan DPRD bersama
Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;

menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
menyusun bahan penyampaian komunikasi dan publikasi kegiatan
DPRD;

melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja Pimpinan DPRD;
melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja dalam rangka Peningkatan
Kapasitas DPRD;

merencanakan dan menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
melaksanakan pengumpulan data dan pendokumentasian kegiatan
DPRD;

melaksanakan penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan naskah sambutan
Pimpinan DPRD;

menyiapkan fasilitasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta

melaksanakan pengelolaan website dan media sosial;



(1)

(2)

melaksanakan penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu DPRD
yang berhak menerima pelayanan keprotokolan,;

melaksanakan penyiapan dan pengaturan DPRD dalam mengikuti
kegiatan upacara,

melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau
keterampilan fungsionalnya,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi
Persidangan, Risalah dan Publikasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan bidang tugasnya.

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan bidang Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana operasional program Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan berdasarkan perencanaan Strategis Sekretariat
DPRD;

b. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pembahasan KUA PPAS;

c. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pembahasan KUPA PPAS
Perubahan;

d. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi Pembahasan APBD;

e. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi Pembahasan APBDP;
pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pembahasan laporan
semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

h. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pembahasan laporan
keterangan pertangungjawaban kepala daerah;

i. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan reses;

j.  pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pembahasan terhadap
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

k. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi aspirasi masyarakat;

1. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi

rumusan rapat dalam rangka pengawasan;



(3)

(4)

pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

n. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dukungan pengawasan
penggunaan anggaran;

0. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengawasan pelaksanaan
kebijakan;

p.- pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penyusunan pokok-pokok
pikiran DPRD; dan

g- pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi persetujuan kerjasama
daerah

r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai
bidang tugasnya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, ,

membawahi Sub- Substansi yang terdiri atas:

a. Sub-Substansi Fasilitasi Penganggaran; dan

b. Sub-Substansi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas

tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Sub-Substansi Fasilitasi Penganggaran

Sub-Substansi Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-
Substansi Fasilitasi Penganggaran;

menyiapkan bahan penyusunan rencana pembahasan KUA PPAS;
menyiapkan bahan penyusunan rencana pembahasan KUPA PPAS
Perubahan;

menyiapkan bahan penyusunan pembahasan APBD;

menyiapkan bahan penyusunan pembahasan APBDP;

menyiapkan bahan penyusunan pembahasan Raperda pertangung
jawaban pelaksanaan APBD;

menyiapkan bahan penyusunan pembahasan laporan semester pertama
dan prognosis enam bulan berikutnya;

menyiapkan bahan penyusunan pembahasan laporan keterangan

pertangung jawaban kepala daerah;



menyiapkan bahan penyusunan pembahasan terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI;

menyiapkan bahan rapat-rapat internal DPRD dalam rangka
pelaksanaan fungsi Penganggaran;

melaksanakan fasilitasi kegiatan kunjungan kerja DPRD dalam rangka
pelaksanaan fungsi Penganggaran;

melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau
keterampilan fungsionalnya;

melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-
Substansi Fasilitasi Penganggaran; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub-Substansi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi

Sub-Substansi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.
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menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-
Substansi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi;

melaksanakan kajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal DPRD dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
melaksanakan fasilitasi analisis bahan dukungan pengawasan
penggunaan anggaran;

melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan
kebijakan,;

melaksanakan fasilitasi reses DPRD;

melaksanakan fasilitasi kegiatan hearing/dialog dengan pejabat
pemerintah dan masyarakat;

menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;

melaksanakan fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan melaksanakan fasilitasi
Kerjasama DPRD;

melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau
ketrampilan fungsionalnya;

melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-

Substansi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi; dan



n.

1.3

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai

dengan bidang tugasnya.

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Tahun 2024

Sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat DPRD Kota Malang untuk
Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 28 orang yang terdiri dari 1 orang
Sekretaris Dewan, 4 orang Kepala Bagian dan 1 orang Kepala Subbagian
serta 22 orang sebagai Pelaksana atau Staf. SDM Sekretariat DPRD Kota
Malang dapat dilihat dari berbagai macam tabel dibawah ini. Susunan
Kepegawaian Organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang dapat dijelaskan

sebagaimana berikut.

1.3.1 Data Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumberdaya manusia
terutama terkait kualitas merupakan salah satu indikator yang vital
didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah dibidang
Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan
hal tersebut, berikut data sumber daya manusia dilingkungan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Tabel 1. 1 Pegawai menurut Jabatan yang diduduki

Jabatan yang diduduki
Eselon Eselon Non Jumlah
III v eselon
1 v/d - - . .
IV/c 1 - _
IV/b - 4 %
IV /a = = .
2 1 / d . _ 1
I / ¢ - - _
111 / b 3 _ i
I/ a _ _ _
3 1m/d - ; -
II/c = - =
I/ b - - .
II1/a = - _
4 1/d - - -
1} e - > % - <
1/b . . _ _ -
I1/a - - - - -
Sukwan / 3 s = 5 =
PTT

No Pangkat/
golongan | Eselon II

=R ININN| A=

=i NN N =N

Jumlah 1 4 1 22 28
Sumber : Data Sekretariat DPRD Kota Malang, 1 Februari 2024




Tabel 1. 2 Pegawai menurut klasifikasi pendidikan

NO PENDIDIKAN LAKI - PEREMPUAN | JUMLAH KET
LAKI
1 | SLTP - - - -
2 |[SLTA 9 - 8 -
3 |D-3 - - - -
4 | S-1 3 8 10 =
S |S-2 4 4 8 -
JUMLAH 16 12 28

Sumber : Data Sekretariat DPRD Kota Malang, 1 Februari 2024

1.3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan SOP adalah untuk memberikan panduan

bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam

mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan,

memonitor serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi

aparatur pemerintah. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui

Standar Operasoinal Prosedur adalah :

1.

Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki

SOP nya masing-masing;

2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;

3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;

. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.3.3 Manfaat
Manfaat Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

1.

Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara
keseluruhan;

Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen, sechingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

Menciptakan ukuran standar Kinerja yang akan memberikan aparatur
cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu

mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
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13.
14.

13.

Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi
mutu, waktu, dan prosedur;

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus

dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11.

Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh
seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan,;
Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan;

Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan
standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi

bagi kinerja pelayanan.




2.1

BAB II

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JENIS - JENIS PELAYANAN

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi

daerah di bidang Pelayanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) serta pengembangan dan pengawasan kelembagaan,

maka berikut ini kondisi pelayanan yang melaksanakan oleh Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meliputi :

A. Standar Operasional Prosedur Bagian Umum

Berikut SOP Bagian Umum meliputi :

1.
2.
3.

Ts
8.
9.

Surat dan Undangan Masuk;

Surat dan Undangan Keluar;

Sistem Informasi Managemen ASN (SIMAS) dan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (MySAPK)

Kenaikan Pangkat Otomatis

Cuti Pegawai ASN

Pelayanan Usulan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) PPO
Paperless

Penyusunan Absensi Pegawai ASN

Pengajuan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

Pengajuan Servis Kendaraan & Asuransi Kendaraan

10. Pengajuan Peminjaman Kendaraan

11. Peminjaman Gedung dan Peralatan

12. Administrasi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Magang

B. Standar Operasional Prosedur Bagian Perencanaan dan Keuangan

Berikut SOP Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi :

Los

S

Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Penyusunan Perubahan Rencanaa Kegiatan dan Anggaran
(PRKA)

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)




Penyusunan Pengumpulan Data Kinerja
Penyusunan Pengukuran Kinerja
10. Penyusunan LAKIP
11. Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
12. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
13. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) UP/GU
15. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS
16. E-Billing
17. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

C. Standar Operasional Prosedur Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan
Berikut SOP Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
meliputi:
1. Hearing Komisi

Perjalanan Dinas AKD

Risalah dan Persidangan

Fasilitasi Reses

Penyusunan Ranperda Prakarsa DPRD

oos RN

D. Standar Operasional Prosedur Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan
Berikut SOP Bagian Persidangan dan Perundang-undangan meliputi :
Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis DPRD
Perjalanan Dinas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Penyelenggaraan Publikasi

Penanganan Keluhan Pengaduan

oY A R W Ma M

Penerimaan Tamu




BAB III

Standar Pelayanan Operasional Prosedur ini terdiri dari beberapa jenis
pelayanan, beserta standarnya ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan
acuan untuk membuat Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap

semester.

Dengan telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang ini maka dapat dijadikan sebagai bahan
kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat pada masyarakat secara berkualitas (prima).

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKI
Y KOTA MALAN

ZULKIFLI . S.Sos, M.Si
Pembinadtama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004




SOP

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

BAGIAN UMUM



NOMOR SOP | 000.8.3.3/03/35.73.200/01/2024

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN AR]S DPRD
OLEH OTA MALANG

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH (\.LZU RIZAL, S.Sos, M.Si
KOTA MALANG ina Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP SURAT DAN UNDANGAN MASUK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik | 1. Menguasai Operasional Komputer;
Indonesia Nomor 20 | 2. Berkompetensi dibidang tata persuratan dan

Tahun 2023  Tentang kearsipan;
Aparatur Sipil Negara; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan
2. Peraturan Menteri baik dengan bahasa yang baik.

Pendayagunaan Aparatur | 4. Lulusan SMA

Negara dan Reformasi| 5. Lulusan S1- Administrasi, S1- Ekonomi, S1-
Birokrasi Republik Kearsipan, S1-Perpustakaan

Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Penyusunan

Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 135 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Kearsipan di
Lingkungan Kemenrian

Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota

Malang Nomor 49 Tahun
2011 Tentang Tata Naskah

Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;
5. Peraturan Walikota

Malang Nomor 37 tahun
2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;




6. Surat Edaran Nomor 25
Tahun 2023 Tentang
Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip.
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Bagian Perencanaan dan | 1. Komputer
Keuangan 2. Internet
2. Bagian Persidangan dan | 3. Alat tulis
Perundang-undangan 4. Printer
3. Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan
Pengawasan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Perlunya ketelitian tentang | Didokumentasikan sebagai pendukung
kode surat dan perihal pokok | ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan.
surat
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP 02

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH
N XMRIZAL, S.Sos, M.Si
erribina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP SURAT DAN UNDANGAN

KELUAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20
Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Penyusunan

Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Mentri Dalam

Negeri Republik Indonesia
Nomor 135 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Kearsipan di
Lingkungan Kemenrian
Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Walikota
Malang Nomor 49 Tahun
2011 Tentang Tata Naskah

Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;
Peraturan Walikota

Malang Nomor 37 tahun
2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang tata persuratan dan
kearsipan,;

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi
dengan baik dengan bahasa yang baik.

4. Lulusan SMA

5. Lulusan S1- Administrasi, S1- Ekonomi, S1-
Kearsipan, S1-Perpustakaan




6. Surat Edaran Nomor 25
Tahun 2023 Tentang

Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip.
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Bagian Perencanaan dan | 1. Komputer
Keuangan 2. Internet
2. Bagian Persidangan dan | 3. Alat tulis
Perundang-undangan 4. Printer
3. Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan
Pengawasan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perlunya ketelitian tentang
kode surat dan perihal pokok
surat

Didokumentasikan sebagai pendukung
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan.
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP

03

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH
Pemhirfa Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP SISTEM INFORMASI

MANAGEMEN ASN (SIMAS)
DAN SISTEM APLIKASI
PELAYANAN KEPEGAWAIAN
(MySAPK)

DASAR HUKUMsd

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
Peraturan
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Menteri

. Perka BKN Nomor 20 Tahun

2008 tentang Penggunaan
Aplikasi SAPK BKN;

. Peraturan Walikota Malang

Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

W

Lulusan SMA

Lulusan S1- Managemen MSDM
Menguasai Operasional Komputer;
. Menguasai Bidang Kepegawaian

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Data kepegawaian

1. Komputer / Laptop

2. Internet




3. Alat tulis
4. Printer
5. Scanner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan,
maka data SIMAS dan MySAPK
tidak terupdate dengan lengkap
akan mempengaruhi mutasi

Dokumen kepegawaian




nduria)
Suef eyep pireqieduwaw

MAdVSAN
uep SYNIS Isexde

wnui() [sensurrpesuad NSV MLV wrerep ejep
euresiaq Seqnsey BjEp UBIyeinuad I9juLld nsey depeyis)
‘18370103 Jedepla) ey urefeq BAUISESI[EaI], ey 1 | dojdeq/ 1oinduroy] nejuewapn | '+
nduria)
Fued erep pireqiadwaw SIdVSAN uep
wnw() Isensuiwpedusd MdVSAW uep SVIIS Isexndy
euresIaq Seqnsex SYINIS 1sexide ueremuSaday vleq 2y ueog [IseHq
‘1s3210% jedepis) Tey wereq eped indur 1sey ey [ | doideq/ 1onduroy ejep ueynsen | ¢
. JIdVSAN uep ueremedaday] eleq
SYIIS 1sexrde doide/ 1oinduroy ueremedaday]
eped ndur [1sey ey [ Iouuedsg BlR( UBOS | ‘T
4 MdVSAN uep
SYINIS 1sexrde ueremedaday ele( ueremedaday]
eped ndur fisey ey 1 | dojdeq/ 1ainduoy eye( induBuapyy | 1
6 '8 2 S ‘v 4 24
ueremedadoy
ndino nEem wedexyduaroy et uep NL
isensmunupeduag Seqnsey ueyeiSoy oN
1AM nng nnpy BUBSYE[3]




SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 04

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

AMRIZAL, S.Sos, M.Si
mbi‘Ea Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP KENAIKAN PANGKAT

OTOMATIS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Keputusan Kepala BKN
Nomor 12 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

3. Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor
33 Tahun 2011 tentang
Kenaikan Pangkat Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang
Memperoleh Surat Tanda
Tamat Belajar/ Ijazah

6. Peraturan Badan
Kepagawaian Negara Nomor 4
Tahun 2023 tentang

1.

S-1 Administrasi Publik, S-1 Managemen
MSDM

2. Lulusan SMA
3.
4. Menguasai Bidang Kepegawaian dan Gaji

Menguasai Operasional Komputer;




Periodisasi Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Data Pegawai dalam Aplikasi
SIMAS

1. Komputer / Laptop
2. Internet

3. Printer

4. Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Setiap pegawai yang akan Naik | Dokumen kepegawaian
Pangkat otomatis wajib

mengunggah persyaratan berkas
sebagaimana kelengkapan berkas
vang dipersyaratkan.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP |05
TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH
hina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP USULAN CUTI PEGAWAI ASN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan BKN Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti PNS;
5. Peraturan Walikota Malang

Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

. S-1 Administrasi Publik

S-1 Managemen MSDM

. Lulusan SMA

. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan cuti bagi ASN
Memahami pedoman/juklak/juknis tentang
cuti ASN

. Menguasai Operasional Komputer;

. Menguasai Bidang Kepegawaian

o P WO =

-~ O

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Surat Menyurat
2. Absen kehadiran Fingerprint

1. Komputer / Laptop
2. Internet
3. Alat tulis

4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pembuatan SOP ini tidak | Penyelesaian Surat Cuti  Tahunan/Cuti

dilaksanakan, maka surat Cuti
Besar/Alasan penting bagi ASN
tidak dapat terselesaikan dengan

Besar/Alasan Penting bagi ASN dicatat dalam
buku kendali




baik dan tidak bisa mendapatkan
hak cuti sesuai waktu yang
ditentukan
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

06

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF e
DISAHKAN SEKRETARIS ZPRD
OLEH ‘ KO# e MALANG

h(lUL FI4 AMRIZAL, S.Sos, M.Si

P, na Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PELAYANAN USULAN PENSIUN

BATAS USIA PENSIUN (BUP)

PPO PAPERLESS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor

15 Tahun 2019 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil;

4. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

S. Peraturan Kepala BKN Nomor
26 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun Pegawai
Negeri Sipil yang mencapai
batas usia pensiun yang akan
diberhentikan dalam pangkat
Pembina Tingkat I Golongan
Ruang IV/b ke bawah;

6. Surat Kepala BKN Nomor D III
26 30 /V 174 1 99 tanggal 11
Desember 2018 tentang
Penetapan Pertimbangan
Teknis Pensiun PNS berbasis
PPO Less Paper;

1. S-1 Administrasi Publik, S-1 Managemen

MSDM

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan Pensiun bagi ASN

3. Memahami pedoman/juklak/juknis tentang
Pensiun ASN

4. Menguasai Operasional Komputer;

S. Menguasai Bidang Kepegawaian




7. Peraturan Walikota Malang

Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Data kepegawaian
2. Surat Menyurat

1. Komputer / Laptop
2. Internet

3. Alat tulis

4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila usul pensiun yang
mencapai Batas Usia Pensiun ini
tidak dibuat, maka
pertimbangan Teknis BKN dan
SK Pensiun tidak bisa diproses
lebih lanjut

Dokumen kepegawaian
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

07

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN l SEKRETARIS DPRD
OLEH KOTA MALANG
NVZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PENYUSUNAN ABSENSI

PEGAWAI ASN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin pegawai;

4. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah tentang

Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja

1. S-1 Administrasi Publik, S-1 Managemen

MSDM

2. Lulusan SMA

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan Absensi bagi ASN

4. Memahami pedoman/juklak/juknis tentang
Absensi ASN

o o

Menguasai Operasional Komputer;
. Menguasai Bidang Kepegawaian

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Data kepegawaian

1. Komputer / Laptop

2. Internet




3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen kepegawaian
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

08

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF e
DISAHKAN S DPRD
OLEH

NZUL IZAL, S.Sos, M.Si

¥ a Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENGAJUAN MAKANAN DAN

MINUMAN RAPAT DAN TAMU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Menteri
Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Dalam

3. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota

Malang Tahun  Anggaran
2024,

5. Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Barang Milik
Daerah ;

6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2023
tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 ;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD.

1. S1 semua jurusan

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

oA

. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;
. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan

dapat bekerja dalam tim;




KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Bagian Perencanaan dan | 1. Komputer / Laptop
Keuangan 2. Internet

2. Bagian Persidangan dan 2 ﬁ?;tt;l-ljs

3. ;Zg:gang_undanganp‘asiﬁtasi 5. Lembar Pengajuan, Form Isian (Ceklist)
Penganggaran dan
Pengawasan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak terlaksana

maka akan menghambat proses
permohonan pengajuan
makanan dan minuman rapat
dan tamu

Disimpan dalam buku register
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

09

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF 7
DISAHKAN
OLEH
;H/ZUL A ZAL, S.Sos, M.Si
Pe l;iﬂa Utama Muda
NIP. 1?’710128 199703 1 004
NAMA SOP PENGAJUAN SERVIS

KENDARAAN & ASURANSI
KENDARAAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

S. Peraturan Menteri
Negeri Republik
Nomor 47 Tahun 2021
Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah,;

6. Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota
Malang Tahun  Anggaran
2024;

Dalam
Indonesia

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme
pembuatan laporan;

5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan
dapat bekerja dalam tim;




7. Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

8. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2023
tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer / Laptop

2. Internet

3. Alat tulis

4. Printer

5. Lembar Kerja, Form Isian (Ceklist)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak terlaksana | Disimpan dalam buku register
maka proses servis kendaraan
dan Asuransi Kendaraan tidak
dapat ditindaklanjuti
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

10

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN ‘ SEKRETA
OLEH
HJZULK]F‘ ; %
i Pembitha tama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PENGAJUAN PEMINJAMAN

KENDARAAN DINAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

S. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2021
Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme
pembuatan laporan;

S. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan
dapat bekerja dalam tim;




serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

L P A 1

Komputer / Laptop

Internet

Alat tulis

Printer

Lembar Kerja, Form Isian (Ceklist)

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak terlaksana
maka akan menghambat proses
permohonan pengajuan
peminjaman kendaraan

Disimpan dalam buku register
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

11

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF ~
DISAHKAN
OLEH
W ZULKIF AL, S.Sos, M.Si
Pembimd Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PEMINJAMAN GEDUNG DAN

PERALATAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah,;

5. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2021
Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme
pembuatan laporan;

5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan
dapat bekerja dalam tim;




serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

@ Pk

Komputer / Laptop

Internet

Alat tulis

Printer

Lembar Kerja, Form Isian (Ceklist)

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak terlaksana
maka akan menghambat proses
permohonan pengajuan
peminjaman gedung dan
peralatan

Disimpan dalam buku register
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NOMOR SOP |12

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN ,. SEKRET

OLEH

RN A7 BT EHEER VZULKIF
KOTA MALANG Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP ADMINISTRASI PENERIMAAN
SISWA/MAHASISWA
MAGANG/PENELITIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

. Peraturan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2009
Pelayanan Publik;
Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

tentang

1.
2.

3.
4.

Menguasai Operasional Komputer;
Berkompetensi dibidang tata persuratan
dan kearsipan;

Memiliki kemampuan berkomunikasi
Memahami Bidang Tata Usaha
dengan baik dengan bahasa yang baik.
SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3
(Diploma-Tiga) bidang Manajemen
Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/
Tata Perkantoran atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.

2.

3.

Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Bagian  Persidangan
Perundang-undangan
Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan

Pengawasan

dan

B WON -

Komputer / Laptop
Internet

Alat tulis

Printer




PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak terlaksana
maka akan menghambat
kelancaran pembuatan laporan
penelitian / skripsi

1.

W

Surat Permohonan Magang/PKL/Penelitian

Meliputi

a. Nama Mahasiswa, NIM, Program Studi,
No. HP

b. Jadwal Kegiatan Magang/PKL/Penelitian
yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi
terkait

. Pelaksanaan Kegiatan

. Arsip Surat
. Surat Keterangan Selesai
Magang/PKL/Penelitian

. Sertifikat Magang/PKL
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP | 13

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

ni / M AL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENGELOLAAN BBM

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

: 3

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Yang
Dikecualikan Pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Walikota Malang
Nomor 25 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penyediaan
Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas dan/atau
Alat berat;

1.
2.

3.
4.

Menguasai Operasional Komputer;
Berkompetensi dibidang tata persuratan dan
kearsipan;

Memiliki Kemampuan Administrasi

SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-
Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/
Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran
atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan




8. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Pertamina Jl. Trunojoyo Kota
Malang

2. Bagian Perencanaan dan
Keuangan

1. Komputer / Laptop
2. Internet

3. Alat tulis

4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak terlaksana
maka akan menghambat
kelancaran SPJ kebutuhan BBM
bagi kendaraan dinas dan
kendaraan operasional

Kontrak dan RAB BBM

Surat Pengajuan Kebutuhan BBM

Voucher atau Kupon BBM

Dokumen Pembayaran BBM
Pelaksanaan/Pembagian Kupon BBM

Arsip Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ)

SR Bl o
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP 14

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

Pefmbina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu Pelayanan Aparatur
Pemerintah kepada Masyarakat;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Mayarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti perkembangan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




9. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M/PAN/2/2004 tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Malang Nomor
49 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah
Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

13. Peraturan Walikota Malang Nomor
37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENGELOLAAN SURAT

1. Komputer

MASUK 2. Internet
2. SOP PENGELOLAAN SURAT 3. Alat tulis
KELUAR 4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Indeks kepuasan masyarakat diukur
dari tingkat apresiasi masyarakat
kepada pelayanan Sekretariat DPRD

Didokumen kan sebagai tolok ukur kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
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SOP

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN




SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP | 14

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL

EFEKTIF e

DISAHKAN SEKRET DHRD

OLEH A (/;,

ZULKIFLIAMRIZAL, S.Sos, M.Si
Péufbinaltama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA

STRATEGIS (RENSTRA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

. Peraturan

Nomor 25
tentang Sistem
Pembangunan

Undang-Undang
Tahun 2004
Perencanaan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evalusi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020
—-2024;

Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan daerah, tata Cara

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS Dalam Penyusunan
RPJMD;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

11.Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Hasil
Klasikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024;

13.Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Malang
Tahun 2005-2025;

14.Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;




15.Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

16.Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

17.Surat Edaran Nomor 25 Tahun
2023 Tentang Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENGELOLAAN SURAT
MASUK

2. SOP PENGELOLAAN SURAT
KELUAR

Komputer
Internet
Alat tulis
Printer

e

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Perlunya ketelitian tentang | Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
perencanaan kebutuhan | kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

kegiatan/sub kegiatan dan
kebutuhan anggaran yang ideal.
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP

15

TGL
PEMBUATAN

1 Februari 2024

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP

PENYUSUNAN RENCANA
KINERJA TAHUNAN (RKT)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

I,

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan jangka
Panjang daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah daerah dan rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




7. Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran
Hasil Klasikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang

Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang

11. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

12. Surat Edaran Nomor 25 Tahun
2023 Tentang Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENGELOLAAN SURAT
MASUK

2. SOP PENGELOLAAN SURAT
KELUAR

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perlunya Kketelitian tentang kode
rekening Kkegiatan/sub kegiatan
dan kebutuhan anggaran yang
ideal.

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.




LA
uownsjo(

ey |

T

)

31 dasuoy 3ye1qg

ninag

£

pireqradip snjun ueyiequaxIp
uexe wnjaq eyl uep ueduejepue)
LIaqIp UeXE 1ensas yepns

JyeIp exI " L)Y Jelp NeuLIduUd

LMY
dasuoy eI

ey T

I desuoy eI

nimag yopi[

nfmag

+

nfiiag yopij

nreqJadip

}nun ueNI[equIsxip uese

wn[aq eIl uep qadJ sureaniag
uessnIalIp rensas yepns eqil LA
1jelp NRULISOUIUI UBP BSHIIOWAW

LA
dasuoy el

ey g

ua[nijou
I3y dasuoy]

<>
|
;

esyuadip njun

ue8uenoy UBp UBBUBJUAIY] UBIdeq
ereday epedas] efuuesneSuaw
uep L3y yelp pefusw

jedel [Isey ueynsBW UBYIBSEPIaq
I3 dasuoy mreyeqraduiopy

us[nmiou
L3y dosuoy

urel ¢

L33 dasuoy]

ueunye] elrauny eugoual
ueseyequiad jeder exeuesyeN

L3 desuoy]

ey g

I3y dasuoy

ARt |
ueunsniuad reuroiur jeder ueyeq

snaun 3y dosuosy yenquiatu
uep uerst Jeutoj uexyndundusay

I3[ desuoy]

jrusw
(0}

I3 dosuoy

N

Istp

snun ueideq Sursew-SUISBU 93
L3¥ yeurioy dosuoy uexredurefuawu
uep uexepuedsuspy

I3 desuoy

ey L

je.ns sisodsiq

>

eAuredeouad

19518 uep elioun Jo01E3IpUl
‘s13o]enS UBIESES : JBNWAW

Sued M3 1eurio] dasuoy] Jenquiajy

MNSB
jeING
uee[o[a8uad
dOS

jeIns
1s1sodsig

jruouI
ST

Sueqiuareg

LIEp JRINS

Buerey B103 QAd JeleIdIag
(L331) eunye], elioury euBOUIy
ueunsnAuad UB}YBIULISWN

e |

mding

nyem

uedey3uajiag
Juejeredsiag

Segqngey

aada
SIe}aIyag

nyjeg nynp

uerein

ON




LMY uswnjoq ‘4

uewILIduad rejueduad epaddeq a3 ueunye], eliaury

n3nq epue], uref 1 jeng gl A BUBOUY UWNNO(J UBWLISUIN | 0T
Tenjay

jeins u rejueduad jeins

eejoaduad Tejueduad jems desuoy ‘g uelowouad sndipeyass uewLnduad
dOSs jeIng juaw 07 | L3N uewmod 1 ] rejueBuad jeins jenquiap 6

nge ueduenay U
mdng | myey | TEOTIRUOHA | w“w .wuwuw Sy TN
1) uejeredsiag Y ereday] u ON
" / yninpeg Seqey A
nyeqg ninpy BuUesye[ed
(L¥M¥) weunye], eloury vueouay uerunsniuad :ueinfue




SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

16

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL

EFEKTIF )

DISAHKAN SE S PPRD

OLEH AL, NE/,
ZULKIPLI IZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP | PENYUSUNAN RENCANA

KEGIATAN DAN ANGGARAN
(RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

. Peraturan

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah;

Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan daerah, tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang
daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka

Menengah daerah dan rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




7.

10.

1.3

. Keputusan

Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran
Hasil Klasikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang

Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.

2,

SOP PENGELOLAAN SURAT
MASUK

SOP PENGELOLAAN SURAT
KELUAR

1. Komputer
Internet
Alat tulis

2.
3.
4. Printer.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perlunya ketelitian tentang kode
rekening kegiatan/sub kegiatan
dan kebutuhan anggaran yang
ideal.

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan DPRD dan SeSekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 17

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

NAMA SOP | PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN
(DPA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah;
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




7. Peraturan menteri dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

8. Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran
Hasil Klasikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7

Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;Peraturan

Walikota Malang Nomor 49
Tahun 2011 Tentang Tata
Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang

10. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENGELOLAAN SURAT
MASUK

2. SOP PENGELOLAAN SURAT
KELUAR

3. SOP PENYUSUNAN RKA

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perlunya ketelitian tentang kode
rekening kegiatan/sub kegiatan

dan kebutuhan anggaran yang
ideal.

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

18

TGL
PEMBUATAN

1 Februari 2024

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP

PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN (PRKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran
Hasil Klasikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan  Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

Peraturan  Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.

2.

SOP PENGELOLAAN SURAT
MASUK

SOP PENGELOLAAN SURAT
KELUAR

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perlunya ketelitian tentang kode
rekening kegiatan/sub kegiatan
dan kebutuhan anggaran yang
ideal.

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP

19

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL

EFEKTIF

DISAHKAN SEKRETARI /5

OLEH KOTA MKI/

ﬂ Y
ZULKIFLI AX¥IRIZAL, S.Sos, M.Si
Pem¥ing/Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN DOKUMEN

PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN (DPPA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

. Peraturan

Nomor 25
tentang Sistem
Pembangunan

Undang-Undang
Tahun 2004
Perencanaan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah;

Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

1. Menguasai Operasional Komputer;
2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




10.

11,

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

. Keputusan  Menteri  Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran
Hasil Klasikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP PENGELOLAAN SURAT 1. Komputer
MASUK 2. Internet
2.  SOP PENGELOLAAN SURAT 3. Alat tulis
KELUAR 4. Printer
3. SOP PENYUSUNAN PRKA
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perlunya ketelitian tentang kode
rekening kegiatan/sub kegiatan
dan kebutuhan anggaran yang
ideal.

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 20
TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL
EFEKTIF =
DISAHKAN SEKRETARIS DE
OLEH KOTA MPAMA
ZULKIFLI JNZAY, S.Sos, M.Si
Pembina Ufama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA (PK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1L

Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk  Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor S5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang

1
2.
3.

Menguasai Operasional Komputer;
Berkompetensi dibidang perencanaan;
Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

Lulusan Sarjana S-1




Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

8. Peraturan  Walikota  Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Sekretaris Dewan
2. SOP Kepala Bagian

Perencanaan dan Keuangan
3. SOP Pelaksana

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penetapan kinerja harus dibuat di
awal tahun anggaran sesuai
rupoksi masing-masing

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
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NOMOR SOP | 21

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH
SEKRETARIAT DEWAN .
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Perfibing Utama Muda
KOTA MALANG NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 | 1. Menguasai Operasional Komputer;
Tahun 2008 tentang Sistem | 2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

Pengendalian Intern Pemerintah; | 3. Memiliki kemampuan mengikuti

2. Peraturan Presiden Nomor 29 perkembangan Peraturan Perundang-
Tahun 2014 tentang Sistem Undangan yang berlaku;
Akuntabilitas Kinerja Instansi| 4. Lulusan Sarjana S-1.
pemerintah;

3. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang




Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

8. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENETAPAN KINERJA

1. Komputer
2. Internet

3. Alat tulis

4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pengumpulan data kinerja sesuai | Didokumenkan sebagai pedoman pelaksanaan
jadwal untuk pelaksanaan | kinerja dan pengukuran kinerja Sekretariat

pengukuran kinerja.

DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP | 22

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF 7]
DISAHKAN SEKRET

OLEH KO

ZULKIHLI L, S.Sos, M.Si
PekafSina Ytama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN PENGUKURAN
KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

L.

Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem
akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

. Peraturan Walikota Malang

Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




8. Peraturan  Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Sekretaris Dewan

2. SOP Kepala Bagian Perencanaan
dan Keuangan

3. SOP Pelaksana

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Indeks pengukuran kinerja harus
berdasarkan penilaian kinerja
masing-masing.

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
pengukuran kinerja Sekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 23

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI .

TGL EFEKTIF 2

DISAHKAN SE S JPRD

OLEH L (%

ZUL RIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PENYUSUNAN LAKIP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

L.

. Peraturan

. Peraturan Walikota

Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah;

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;
Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

. Peraturan  Walikota Malang

Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP PENGELOLAAN SURAT 1. Komputer
MASUK 2. Internet
2. SOP PENGELOLAAN SURAT 3. Alat tulis
KELUAR 4. Printer
3. SOP PENGUKURAN DATA
KINERJA
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyusunan LAKIP berdasarkan
laporan keuangan yang telah
dilaksanakan pada tahun berjalan.

Didokumenkan sebagai laporan dan arsip
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 24

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

DISAHKAN SEKRETA

TGL EFEKTIF Py
P
OLEH G

RIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor S
Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan  Walikota  Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan = Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENGELOLAAN SURAT
MASUK
2. SOP PENYUSUNAN LAKIP

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP LPPD tidak
dilaksanakan maka kinerja
Perangkat Daerah tidak dapat
diukur

Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
pengukuran kinerja Sekretariat DPRD.
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NOMOR SOP

25

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si
KOTA MALANG Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1,

. Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang  Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1




7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP PENGELOLAAN SURAT 1. Komputer
MASUK 2. Internet
2. SOP PENYUSUNAN LAKIP 3. Alat tulis
3. SOP PENGUMPULAN DATA 4. Printer
KINERJA
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP LKPJ tidak | Didokumen kan sebagai pedoman pelaksanaan
dilaksanakan maka kinerja | pengukuran kinerja Sekretariat DPRD.
Perangkat Daerah tidak dapat
diukur
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP |27

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF P

DISAHKAN SEKRETA

OLEH
ZULKI IZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN
(SPP) UP/GU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang  Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP PENGELOLAAN SURAT 1. Komputer
KELUAR 2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pengajuan Surat Permintaan | Didokumen kan sebagai bukti pencairan

Pembayaran sesuai jadwal untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan

anggaran pelaksanaan kegiatan DPRD dan
Sekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 28

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

ZUL RIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP | PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN
(SPP) LS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang  Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan  Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENGELOLAAN SURAT
KELUAR

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran sesuai jadwal untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan

Didokumen kan sebagai bukti pencairan
anggaran pelaksanaan kegiatan DPRD dan
Sekretariat DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 29

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF o
DISAHKAN S
OLEH

ZUL I AMRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembfna Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP E-BILLING

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENERBITAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penerbitan E-Billing wajib sebagai
bukti pembayaran pajak dan
ketaatan pada peraturan.

Didokumenkan sebagai bukti pembayaran pajak
pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat
DPRD.
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP

30

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF 2 )
DISAHKAN RD
OLEH ltc/‘/
ZULK RIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP Penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014
Daerah;

tentang  Pemerintahan

. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;
Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

1. Menguasai Operasional Komputer;

2. Berkompetensi dibidang perencanaan;

3. Memiliki kemampuan mengikuti
perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

4. Lulusan Sarjana S-1

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

L,

SOP PENGAJUAN SURAT

1. Komputer

PERMINTAAN PEMBAYARAN 2. Internet
(SPP) LS 3. Alat tulis
2. SOP PENGAJUAN SURAT 4. Printer
PERMINTAAN PEMBAYARAN
(SPP) UP/GU
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penerbitan SPM wajib sebagai syarat
terlaksananya pencairan anggaran
atau sebagai syarat pembayaran.

Diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D dan melaksanakan pencairan

anggaran.
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SOP

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 31

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

ZULKIFLYAMRIZAL, S.Sos, M.Si
V' Pefbina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP HEARING KOMISI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 23| 1. Memahami peraturan tata tertib DPRD;
Tahun 2014 tentang | 2. Menguasai Operasional Komputer
Pemerintahan Daerah; 3. Memahami Administrasi

2. Peraturan Menteri | 4. Mengetahui Tusi Sekretariat DPRD
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,;

3. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Perwakilan Rakyat
Daerah.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Hearing Komisi

Komputer / Laptop
Alat tulis

Printer

Buku Agenda

Usulan Hearing Komisi
Dokumentasi

P ROy =

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pembuatan Dokumentasi dan
publikasi rapat-rapat Hearing
Komisi DPRD akan terkendala
apabila terjadi penyimpangan
dalam

Hearing Komisi
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 32

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN SEKRET., DPRD
OLEH

ZULKIEFLAMRIZAL, S.Sos, M.Si
Pémbina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PERJALANAN DINAS AKD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang  Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

. Peraturan Walikota Malang

Nomor 37 tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat DPRD Perwakilan
Rakyat Daerah.

Memahami peraturan tata tertib DPRD;
Menguasai Operasional Komputer
Memahami Administrasi

Mengetahui Tupoksi Sekretariat DPRD

Fap e

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Perjalan Dinas Komisi dan

Alat Kelengkapan

. Komputer / Laptop
Alat tulis

Printer

Surat ke Lokus

Surat Tugas dan SPPD
Dokumentasi

R R

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Pembuatan
publikasi
terkendala

Dokumentasi dan
Perjalanan dinas akan
apabila terjadi

penyimpangan dalam prosedurnya

Database Sekretariat DPRD
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

33

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN SEKRETARIS DPRD
OLEH
ZULKIFLI A .Sos, M.Si
Pembina Ytama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PELAKSANAAN KEGIATAN

RESES

KUALIFIKASI PELAKSANA:

8

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor S5
Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan Walikota Malang

Nomor 37 tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat

1. Memahami peraturan tata tertib DPRD;
2. Menguasai Operasional Komputer

3. Memahami Administrasi

4. Mengetahui Tusi Sekretariat DPRD

DPRD Perwakilan Rakyat
Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat dan Undangan Keluar

. Komputer/Laptop
. Undangan Reses

. Laporan Reses

1
2
3. Dokumentasi
4
5

. Pengajuan Mamin Reses




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pembuatan SOP ini tidak | Pelaksanaan RESES
dilaksanakan, maka Pelaksanaan
Kegiatan RESES tidak dapat
terselesaikan dengan baik dan
tidak bisa terselesaikan waktu yang
ditentukan
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SOP

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 34

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL

EFEKTIF )

DISAHKAN SEK
OLEH

ZULKI AMRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PERSIDANGAN DAN RISALAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan  Walikota Malang

Nomor 37 tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Perwakilan Rakyat
Daerah.

Memahami peraturan tata tertib DPRD;
Menguasai Operasional Komputer

. Memahami Administrasi

Mengetahui Tupoksi Sekretariat DPRD

P wN

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.

SOP Persidangan dan Risalah

. Komputer / Laptop

Alat tulis

Printer

Undangan rapat Paripurna
Usulan Ranperda
Dokumentasi

& B L) K=

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Pembuatan  Dokumentasi dan | Risalah Rapat dan Persidangan

publikasi risalah rapat-rapat DPRD
akan terkendala apabila terjadi

penyimpangan dalam prosedurnya




SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 35

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN

TGL REVISI M\

DISAHKAN SE

TGL EFEKTIF S |
S
OLEH L

[ZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PENYUSUNAN RANPERDA
PRAKARSA DPRD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

2. Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

3. Peraturan  Walikota  Malang
Nomor 37 tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata

Memahami peraturan tata tertib DPRD;
Menguasai Operasional Komputer
Memahami Administrasi

Mengetahui Tusi Sekretariat DPRD

PR

Kerja Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop
2. Alat tulis
3. Printer
4. Surat ke Locus
5. Surat Tugas dan SPPD
6. Dokumentasi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pembuatan Dokumentasi dan
publikasi Perjalanan dinas akan
terkendala apabila terjadi
penyimpangan dalam prosedurnya

Database Sekretariat DPRD
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SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP | 36

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF A

DISAHKAN SEKRETA

OLEH

S.Sos, M.Si
PembinaYtama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PERJALANAN DINAS

KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS DPRD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Presiden Nomor 53

Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor S
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan  Walikota  Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Walikota  Malang
Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan

1.

2.

3.
4.

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;
Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
Memiliki kemampuan terkait mekanisme
pembuatan laporan;

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;
Memiliki kemam puan berkomunikasi dan
dapat bekerja dalam tim;




Walikota Malang Nomor 18 Tahun
2022 Tentang Standar Harga
Satuan;

Surat Edaran Menterai Dalam
Negeri tentang Penjelasan
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Nomor 25 Tahun
2023 Tentang Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.

SOP Penanganan Administrasi
Perjalanan Dinas Kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD Kota
Malang.

Buku Penerimaan Surat Masuk;
Buku Agenda kegiatan;
Telephone;

Komputer.

o S8 =

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




uerdeq qng
ereday epedsy dds uep “
sedny jeins uwesyuauwad adds - ' ‘Tuedue)] epuejip uep esyuadip ynjun
nisey ueyuaquawr | wrel | sefn) jeins - ddS uep sedny jeins eBUWLIBUIW
adda ueurdung Q¥dg ueurduwd uep Qdd uemyss | 8
uep ddda uBMA3g
QydQq veurdurg uep (Add
audq ueurdurng adds - F uems|as yafo nnfuepfepunip ymun
uep qada uBMiaS wel | sedn] jeins - adds uep sedn) jeans ueyderlusw | 2
yao nnlfuer yepunig 1ondwoy - Iyeis euasaq ueideq qng ereday
‘(iseuirguoy)
ueuoyourrad uexnleduaw
‘(ewrauau 34) Fued sreyid-seyid ueduap undnew
Jequnsereu yeyld el1asaq Nuaw suoydara) - (AdJ [euIa)sya uep reurajur 1p
ida uemaq ejodduy 0ge 1s1sodsip requiay - 3req nfuey yiqa| weqIseurpiooy3uau
ueduap  ISeuUIpIoONFUI snjun ueideg qug | 9
ereday] ueysednuaw uedeq ereday
ojuirg qudq veurdung
ueideqg plLaEliit ueduepup jeing - UByEIE TENS3s Nnluep{epurusw
ereday] ueyere/isisodsiq oe 1s1sodsip requuay - ynjun uedeq ereday epeday | g
1S1S0dSIp UBLISqUIAW (T dJ Uemas
uaur
uBmy2g ueyele/isisodsiq 0z 1sisods1p Jequiaf - . ada ueurduid Lep ueyelte/sisodsip | 4
BUWLIDUIW (T J( UBMNIS
qada uvemaqg
uemaq ueurdurid l el038uy epeday ueyere/isisodsip
ueyere/1sisodsi ey | 1sisodsIp requiaj - ueyLIaqUaW uep ueuoyourtad | £
jeIns ewiLauUaW (IY4q veurdung
‘qidq weurdug
@ida durd epeday] uesreduresip uexe exeW
epeday 1sisodsip Iequuap . ............................................. 0 w2 p /nesedasp exil uep Inqasia)
ueynlfeduayy / ueduepun 1s1sodstp requiaf - ueduepun jeins uesdisreduawr ynjun
jeing ueydisreSuapy | wey | epuade mnq - wnuq ueideq wedusp nnlfueprepunip | g
EXeuwl eWLIA)Ip jedep epn eyIp
aada dutd
epedoy ueynlerp 1sisodsip a¥dq ueurdurd epedasy jnsew
Jequia] WAQIp  yepns 1s1sodstp Tequiaf - . uep JIen[ay jeins eped uexepusfe
Juef ueuoyowrad jEMNg | wWeY T epusfe nynq - P uerpnwiay ‘ure yeyrd wrep ajung |
ueuoyowrtad Jeins eWULUIW (THdJ
£T 4} IT 01 6 8 L 9 S 14 £ (4 1
»eis
ueduensa wnun uep seun ayda
mding niem uedesfdusiay o A Seg s o munavﬂ UBARS | UBMIT | g )
deqnsey N
u — e uererdoy uesussyead uedeye)/sasold

edueialay




seulq sewny ueideq qng ereday

ueuepeliag = Yoo uesresa[asip uep idey3uafip ye[s)
seurp ueuereliad disay | wrel | ISBISTUTWIPY - Suel seurp ueuereltad 1sensmunpe | g

rsey ewwousur ueluenay ueideqg

ueresaasip uep ideyduanp

ueduenay seuIq Jymun  Qdg Uemya§ Uuep SeBWNH

uerdeqg 2y ueideg weuereliad uerfeqg eredoy wep seurp ueuerelrad
qng ereday wep uelode] | weyg IsensuIupy - Isensmuipe uennjasrad nsey | $1

=4 ewious sewny ueideqg qng emeday

sewny uedeg seulq 'mMIasip / ISepIEAIP Jnjun

gng ereday oy Q¥dd | NudW ueuereliag oA sewny uerdeg eredsy Lep seurp
uemyag uep uerodeq 0g ISBNSIUIWPY - ueuerefliad 1sensiurwpe uenfnyesiad | g1

[Sey ewuouawWwl (4 Uemidas

seurq ‘mfnjastp / 1sepireArp

(M4 wemdag a3 uerdeq juaw ueuerelrag ’ J ynjun sewny ueideqg qng ereday Lep
eredeyy wep  ueisodeq o€ ISBSIUIPY - _ " = seurp ueuerelrad sensmurupy uerode| | z

ewouaw  sewny ueideqg epedoy

sewny Seqey epeday uexiodenp

seumy uerdeq sBuI(] usp ‘ueyress[esip uep 1dexduanp

ereday oy sewny ueideq | Juow ueueeliog ey ymun da uemaq ejo8duy uep
qng eredey wep uelode] 0g ISENSIUTWPY - seurp ueueelrad 1sensmunupe [sey | 171

ruIausw sewny ueideqg qng epeday

sewny ueideqg noluep{epunip uep 1sejuaurajdur

qng eredey 93 (Q¥dA p uglpnuy  jriun  Rdd
uveuidwry wep ueygery | wel | SBUIP BION - ueurduld epedoy seurp ejou edruaq | Q]

ueytodenp seurp usueeliad [isey

‘MIdg uwema( ejodduy ueguepun jeIns

ysjo ewuRyp ueynead ey adds - » . 1P ©191193 Sued nyem / fempel eueouas
uarewr / ueyned pseqy | $p/S T sednj jeins - uweSuap rensas seurp ueueeled | g

ueNeuesyeEUW (q¥dd uemaq ejodduy




SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 37

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN SEKR RD

OLEH ALANG
ZULKIFIA A ZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP PERJALANAN DINAS
KEGIATAN FASILITASI TUGAS
PIMPINAN DPRD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

. Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional,

Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan  Walikota  Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

Peraturan  Walikota  Malang

Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

1.

. Memiliki

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;
kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
. Memiliki kemampuan terkait mekanisme

pembuatan laporan;

. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

Memiliki kemam puan berkomunikasi dan
dapat bekerja dalam tim;




6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan
Walikota Malang Nomor 18
Tahun 2022 Tentang Standar
Harga Satuan;

7. Surat Edaran Menterai Dalam
Negeri tentang Penjelasan
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas Pemerintah Daerah;

8. Surat Edaran Walikota Malang
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang
Penggunaan Kode Klasifikasi
Arsip.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Penanganan Administrasi
Perjalanan Dinas Kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD Kota
Malang.

1. Buku Agenda kegiatan;
2. Telephone;
3. Komputer.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

38

TGL 1 Februari 2024
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF o~
DISAHKAN SEKRETARIS DPRD
OLEH MAILANG
ZULKIFILXY A ZAL, S.Sos, M.Si
bina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004
NAMA SOP PERJALANAN DINAS

KEGIATAN KOORDINASI DAN
KONSULTASI PELAKSANAAN
TUGAS DPRD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional,

2. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan,;
3. Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan
dan  Susunan  Perangkat
Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor S

Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011
Tentang Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah
Kota Malang;

5. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023
Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;

N

Memiliki

kemampuan mengoperasikan

computer dan internet;

AW

. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
Memiliki kemampuan terkait mekanisme

pembuatan laporan;

o 0

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;
Memiliki kemam puan berkomunikasi dan

dapat bekerja dalam tim;




dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 48 Tahun 2023
tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Walikota Malang
Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Standar Harga
Satuan;

7. Surat Edaran Menterai Dalam
Negeri tentang Penjelasan

Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Pemerintah
Daerah;

8. Surat Edaran Walikota
Malang Nomor 25 Tahun 2023

Tentang Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penanganan 1. Buku Agenda kegiatan;
Administrasi Perjalanan 2. Telephone;
Dinas Kegiatan Koordinasi 3. Komputer.

dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas DPRD
Kota Malang.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP | 39

TGL 1 Februari 2024

PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL

EFEKTIF v

DISAHKAN IS DPRD
OLEH ALANG

ZUL RIZAL, S.Sos, M.Si

mina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP KEGIATAN PUBLIKASI DAN

DOKUMENTASI DEWAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan  Walikota Malang

Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;

. Peraturan  Walikota Malang

Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Surat Edaran Walikota Malang
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang
Penggunaan Kode Klasifikasi
Arsip.

1.

2.

3.
4.

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
analisis terkait persoalan yang ada;
Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
Memiliki kemampuan terkait mekanisme
pembuatan laporan;

. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

Memiliki kemam puan berkomunikasi dan
dapat bekerja dalam tim;




KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyelengaraan Publikasi. 1. Buku Agenda kegiatan;
2. Telephone;
3. Komputer.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR SOP

40

TGL
PEMBUATAN

1 Februari 2024

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

RIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

[

NAMA SOP

PENANGANAN KELUHAN
PENGADUAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengkajian,
Pengembangan, dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan;

3. Permen Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional;

4. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas

I.

<2l

Memiliki
keterampilan
kehumasan
Pejabat fungsional pranata humas

Memiliki pengetahuan yang mewadahi
tentang sumber — sumber informasi ilmiah
organisasi

Lulusan SMA

Lulusan S1- Administrasi, S1- Ekonomi, S1-
Kearsipan, S1-Perpustakaan

pengalaman, pengetahuan,
yang mewadahi tentang




Dilingkungan Pemerintah Kota
Malang;

7. Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah;

8. Surat Edaran Walikota Malang
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang

Penggunaan Kode Klasifikasi
Arsip.
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. Bagian Persidangan dan | 1. Telepon
Perundang-undangan 2. Surat
2. Bagian Fasilitasi 3. Email
Penganggaran dan 4. Komputer
Pengawasan 5. ATK
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika penanganan pengaduan
tidak langsung (melalui telepon
dan email) tidak dilakukan
dengan baik maka akan
berdampak pada tingginya
keluhan masyarakat terhadap
pelayanan di DPRD

Disimpan sebagai pedoman pengaduan keluhan

pelanggan
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SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

NOMOR
SOP

41

TGL
PEMBUATA
N

1 Februari 2024

TGL REVISI

TGL
EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

ZUL

Pembina Utama Muda
NIP. 19710128 199703 1 004

NAMA SOP

PENERIMAAN TAMU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

. Peraturan

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman dan
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
Walikota Malang
Nomor 49 Tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Malang;
Peraturan Walikota Malang
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

1.

Memiliki  pengalaman,  pengetahuan,
keterampilan yang mewadahi tentang
kehumasan

Pejabat fungsional pranata humas

. Memiliki pengetahuan yang mewadahi

tentang sumber — sumber informasi ilmiah
organisasi

. Lulusan SMA

Lulusan S1- Administrasi, S1- Ekonomi,
S1- Kearsipan, S1-Perpustakaan

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1.

Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan

. Bagian Fasilitasi Penganggaran

dan Pengawasan

Bagian Umum

Bagian Perencanaan

Keuangan

dan

N QN ~

. Telepon

. Surat

. Email

. Komputer

. ATK

. Meja dan Kursi
. Konsumsi




PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika penerimaan tamu kurang baik,
maka image Sekretariat DPRD Kota
Malang menjadi kurang baik.

Disimpan dan  dilampirkan
Pertanggungjawaban konsumsi

sebagai




